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LAMPIRAN 

1. Dokumentasi Perjalanan dan Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Riska, Icon Kelas Perahu 

 

“Spermonde Archipelago” di Sulawesi 

Selatan 
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With Bupati Pangkep, Muh. Yusran lalogau 
 Lobby Bandara Hasanuddin 

 

With Kepala Dinas Pendidikan Pangkep-Dr. 
Sabrun Jamil, S.Pi.,M.Si – Ruang Kerja Dinas 

With Sekretaris Dinas Pendidikan, 
H. Awaluddin, S.Pd.,M.Pd – Ruang 

Kerja Dinas 
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With Inovator Kelas Perahu, 
Salah Satu Staf Dinas  

Struktur Organissi Dinas 

Dinas Pendidikan Pangkep 
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Keterangan Gambar. 

1. Wisma Penginapan Selama Penelitian di Pangkep 

2. Nota Penginapan Per/Malam 

3. Menginap di Rumah warga 

4. Volunter Riset 
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Keterangan Gambar. 

Proses perjalanan menuju lokasi penelitian. 

Dermaga Kassi Kebo menuju Pulau Salemo 
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Keterangan Gambar. 

1. Dermaga Pulau Salemo 

2. Belakang Rumah Warga 

3. Pinggiran Pulau Salemo dan Perahu Nelayan “Jolloro” 

4. Rumah Warga 
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Data anak Kelas Perahu 

Keterangan Gambar. 

1. With Adamang (Guru Pendamping Kelas Perahu) 

2. Akbar, Lulusan Kelas Perahu yang lanjut SMA – Kanan 

3. Bersama Para Guru Non-Pendamping dan Pendamping Kelas Perahu 
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Keterangan Gambar. 

1. Daftaar Anak Kelas Perahu yang telah Lulus 

2. Bersama Guru Pendamping Kelas Perahu di Pu;au 

Sakuala 

3. Bersama Yusuf (Peserta Kelas Perahy) yang telah 

Lulus SD 

4. Bersama Orang Tua Yusuf 
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Keterangan Gambar.  

1. Guru Pendamping aktif Kelas Perahu 

di Sakuala dan data peserta Kelas 

Perahu yang masih aktif 

2. Bersama Kepala Sekola, Guru 

Pendamiping Kelas Perahu SD Salemo 
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Keterangan Gambar. 

1. Pusat Pemerintahan Salemo 

2. Dermaga Salemo Jelang Kepulangan  
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2. Screenshoot WA dengan Informan Pendukung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan Informan 

1. Pak Sadir (Mantan BPD Salemo) 

2. Hartati (Bagian keuangan Desa Salemo)  

3. Bpk Ahmad Djalil (Kepala KOMPAK Sul-Sel) 

4. Hamka (Kepala Desa aktif Salemo) 
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Keterangan Gambar. 

1. Krisna Puji Astuti – Rekan Awardee Beasiswa LPDP 

2. Abbas Yonta – PT. Semen Tonasa 

3. Sukri Darmawan – Kepala Sekolah SD Sakuala  

4. Dhamayanti – Guru Pendamping Kelas Perahu SD Sakuala 
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Keterangan Gambar.  

1. Suriadi – Bappelitbanda Pangkep 

2. Rezky – Bappelitbangda Pangkep 
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3. Surat Ijin Penelitian  
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4. Panduan Wawancara Penelitian 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Model Inovasi Pelayanan Publik 

(Studi Kasus: Layanan Pendidikan “Kelas Perahu” Pada Dinas Pendidikan Kab. Pangkajene Kepulauan) 

No Variabel Indikator Sub-Indikator Tujuan Substansi Pertanyaan 

1 Parameter 
Best 
Practise 

Tujuh Parameter 
Best Practise  

1. Situasi sebelum 
program/inisiasi 
sebelum dimulai 

2. Motivasi dibalik 
pelaksanaan program  

3. Hal yang dianggap 
inovasi dalam program 

4. Pengukuran hasil-hasil 
yang telah dicapai 
(dampak) 

5. Keberlanjutan 
(sustainability) 

6. Pengalaman yang perlu 
dipelajari (lesson 
learned) 

7. Potensi pengembangan 
untuk daerah lain 
(transferability) 

Pemahaman secara umum 
dari parameter best practice 

Situasi Sebelum Program: 
1. Apa yang menjadi persoalan?  
2. Bagaimana persoalan tersebut 

dipecahkan? 
3. Bagaimana kondisi social, 

ekonomi dan lingkungan daerah 
yang bersangkutan? 

 
Motivasi: 
1. Bagaimana pemangku 

kepentingan (stakeholders) 
dilibatkan? 

2. Bagaimana program prioritas 
ditentukan? 
 

Yang dianggap Inovasi: 
1. Tindakan apa yang telah 

diambil? 
2. Bagaimana tindakan tersebut 

dipilih? 
3. Bagaimana dukungan politik 

dan bagaimana sumber daya 
yang dikerahkan? 
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No Variabel Indikator Sub-Indikator Tujuan Substansi Pertanyaan 

4. Bagaimana mobilisasi dana, 
sumber daya manusia dan 
dukungan teknis dilaksanakan 
dan dari mana datangnya 
semua itu? 

5. Siapa yang dianggap 
memegang peran 
kepemimpinan dalam 
implementasi program 
tersebut? 

6. Persoalan apa yang dihadapi 
selama pelaksanaan program? 

7. Bagaimana persoalan tersebut 
dapat diatasi 

8. Bagaimana inovasi dari 
program tersebut dapat 
membantu pemerintah daerah 
setempat? 
 

Pengukuran hasil-hasil (dampak): 
1. Apakah tujuan program 

realistis? 
2. Perubahan apa yang telah 

dihasilkan setelah prakarsa 
inovasi dijalankan? 

3. Bagaimana hasil diukur? 
Secara kuantitatif atau 
kualitatif? 

4. Apakah indicator-indikator 
tersebut digunakan untuk 
mengukur hasil atau dampak? 
Indicator mana yang dimaksud? 
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No Variabel Indikator Sub-Indikator Tujuan Substansi Pertanyaan 

5. Apa dampak dari program 
terhadap strategi atau 
kebijakan di tingkat 
lokal/nasional? 

6. Apa dampak dari program 
tersebut pada peningkatan 
kapasitas kelembagaan baik di 
tingkat nasional, provinsi 
maupun di tingkat daerah? 

7. Adakah di sana kesempatan 
(opportunities) untuk 
perubahan? 

8. Bagaimana kesempatan 
tersebut dapat dimanfaatkan? 

 
Keberlanjutan (Sustainability): 
1. Apa yang menjadi persoalan? 
2. Bagaimana keuangannya? 
3. Social ekonominya? 
4. Kebudayaannya? 
5. Lingkungannya? 
6. Bagaimana ketergantungan pada 

sumber daya dari luar (external 
resourses). Kapan bisa mandiri? 

7. Apakah program sudah menjadi 
kebutuhan? 

8. Apakah program sudah menjadi 
kebiasaan di daerah tersebut? 

9. Apakah program tersebut 
terlembagakan? Perda, SK, 
Surat Edaran, dst.  
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No Variabel Indikator Sub-Indikator Tujuan Substansi Pertanyaan 

Lesson Learned: 
1. Adakah lesson learned program 

tersebut?  
2. Bagaimana lesson learned itu 

memberikan sumbangsih dalam 
keberlanjutan program tersebut? 

3. Bagaimana lesson learned 

tersebut menjadi salah satu 
pertimbangan dalam perumusan 
/ penentuan kebijakan, strategi 
dan tindak lanjut (action plans) 
sekarang dan akan datang? 

 
Potensi pengembangan: 
1. Apa hikmah yang dapat dipelajari 

daerah lain? 
2. Sudahkah pernah diterapkan di 

daerah lain? 
3. Bagaimana potensi 

pengembangan ide program ke 
daerah lain? 

 

2 Kriteria 
Best 
Practice 

1. Dampak  
  

1. Hasil  
2. Output 
3. Outcome  

Untuk mengetahui sejauh 
mana program Kelas Perahu 
memberikan dampak positif 
terhadap sejumlah pihak 

1. Bagaimana dampak Kelas 
Perahu dari sisi kesejahteraan 
masyarakat pengguna? 

2. Bagaimana dampak Kelas 
Perahu dari perspektif Pemda 

3. Bagaimana dampak Kelas 
Perahu bagi kawasan 
sekitarnya? 

4. Apakah ada dampak positif 
lainnya? 
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No Variabel Indikator Sub-Indikator Tujuan Substansi Pertanyaan 

 
 
 

  2. Kemitraan 1. Masyarakat 
Pengguna 

2. Pemda 
3. Masyarakat Luas 
4. Pihak Luar Daerah  

Untuk mengetahui sejauh 
mana kerjasama dan 
keterlibatan berbagai 
pemangku kepentingan 
(stakeholders) dalam 
perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi Kelas Perahu  

1. Sejauh mana kemitraan yang 
terjalin dengan masyarakat 
pengguna? 

2. Sejauh mana kemitraan dengan 
Pemda? 

3.  Sejauh mana kemitraan dengan 
masyarakat luas? 

4. Sejauh mana kemitraan dengan 
pihak lain luar daerah?  

  3. Keberlanjutan  1. Legislasi 
2. Potensi Replikasi  
3. Institusionalisasi  
4. Penggunaan SDM 

Dan Keuangan 

Untuk mengetahui bagaimana 
keberlanjutan kelas perahu   

1. Bagaimana legislasi,  kerangka 
pengaturan hokum atau standar 
formal kelas perahu  

2. Bagaimana kebijakan social dan 
atau strategi sektoral daerah 
agar kelas perahu memiliki 
potensi replikasi di manapun 

3. Bagaimana kerangka 
institusional dan proses 
pembuatan kebijakan yang 
memiliki kejelasan peran dan 
tanggung jawab beragam 
tingkatan dan kelompok actor 
seperti pusat dan daerah, LSM 
dan organisasi masyarakat 

4. Bagaimana efisiensi, transfaran 
dan system menajemen yang 
akuntabel dapat membuat lebih 
efektif penggunaan sumber daya 
manusia dan keuangan?  
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No Variabel Indikator Sub-Indikator Tujuan Substansi Pertanyaan 

  4. Kepemimpinan  1. Dukungan 
Legislative  

2. Dukung Tokoh-
Tokoh 

Untuk mengetahui 
kemampuan para pengambil 
kebijakan dalam 
mengerahkan dan mengelola 
sumberdaya, elemen 
pendukung serta instrument 
yang dimilikinya untuk 
mencapai tujuan program 
yang direncanakan. 

1. Bagaimana dukungan pihak 
legislative dalam menyukseskan 
inisiasi kelas perahu? 

2. Bagaimana dukungan tokoh-
tokoh lainnya (tokoh agama, 
tokoh ormas, tokoh organisasi 
politik, tokoh pengusaha, tokoh 
organisasi professional lainnya? 

  5. Pemberdayaan 
Masyarakat  

1. Partisipasi 
Masyarakat  

Untuk mengetahui bagaimana 
keterlibatan masyarakat 
dalam keseluruhan proses 
inisiasi layanan kelas perahu  

1. Bagaimana keterlibatan 
masyarakat dalam proses 
perencanaan kelas perahu  

2. Bagaimana keterlibatan 
masyarakat dalam saat 
pelaksanaan kelas perahu  

3. Bagaimana keterlibatan 
masyarakat  dalam proses 
pengawasan kelas perahu  

4. Bagaimana keterlibatan 
masyarakat dalam proses 
evaluasi kelas perahu 

  6. Kemungkinan 
untuk ditransfer  

1. Adopsi 
Pengetahuan  

2. Adopsi Informasi  
3. Adopsi Teknology 

Untuk mengetahui peluang 
kelas perahu ditiru atau 
direplikasi pemerintah daerah 
lainnya 

1. Bagaimana peluang adopsi 
pengetahuan dan system kelas 
perahu ke pemda lainnya? 

2. Bagaimana peluang adopsi 
informasi? 

3. Bagaimana peluang adopsi 
teknologi kelas perahu? 

  7. Konteks Lokal 1. Kebutuhan 
Masyarakat  

2. Sumber Daya 
Internal  

Untuk mengetahui 
keterwakilan kelas perahu 
dengan aspek-aspek local 
masyarakat  

1. Bagaimana kebutuhan 
masyarakat lokal terhadap 
program kelas perahu? 
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No Variabel Indikator Sub-Indikator Tujuan Substansi Pertanyaan 

3. Korelasi 
Kebudayaan 
Setempat 

4. Program 
Sebelumnya 

2. Bagaimana penggunaan sumber 
daya internal yang dimiliki dalam 
pelaksanaan kelas perahu?  

3. Bagaimana korelasi antara 
program dengan kebudayaan 
masyarakat setempat? 

4. Apakah pernah ada program 
yang sama sebelumnya? 

  8. Kesetaraan 
Masyarakat  

1. Pembedayaan 
Waktu Pelayanan 

2. Pembedayaan 
Biaya 

3. Pembedayaan 
Perlakuan  

4.  Posisi / Kesamaan 
Kedudukan 

Untuk mengetahui kesetaraan 
kedudukan dan perlakuan 
secara hokum yang dialami 
masyarakat pengguna 

1. Bagaimana pembedayaan waktu 
pelayanan kepada kepada anak 
kelas perahu dengan siswa 
regular? 

2. Bagaimana pembedayaan biaya 
kepada anak kelas perahu 
dengan regular? 

3. Bagaimana pembedayaan 
perlakuan guru? 

4. Bagaimana mendudukan posisi 
murid kelas perahu yang miskin 
dengan reguler? 
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5. Pedoman Observasi 

Model Inovasi Pelayanan Publik 
(Studi Kasus: Layanan Pendidikan “Kelas Perahu” Pada Dinas Pendidikan Kab. Pangkajene Kepulauan) 

 

No Aspek Dokumen Jenis Dokumen Check List 

1 Situasi sebelum program  Buku Panduan Replikasi Kelas Perahu  Buku   

2 Proses Difusi Inovasi  Replikasi Info Replikasi  

3 Dampak  Data Keberhasilan Berantas Anak Putus Sekolah (APTs) Data Statistik, grafik  

4 Kemitraan  Jejak Digital, Bentuk Advokasi para mitra   

5 Keberlanjutan  Regulasi Perbup, SK  

6 Kepemimpinan     

7 Pemberdayaan Masyarakat     

8 Kemungkinan untuk Ditransfer     

9 Konteks Lokal    

10 Kesetaraan Masyarakat    
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6.  Regulasi dan SK Tim Kerja Kelas Perahu 

SK Tim Kerja Kelas Perahu 

 

 

 

 

 

 

 

7. Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Kelas Perahu  

 

 

 

 

 

 


